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LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpdjakan
2.1.1 Definisi Pajak
Definisi menurui ;Rochxﬁat Soemitro ;

“Pajzidj:c; adalaﬁ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-Umifj&ng wang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (konftirapresmsi) vang langsung dapat ditujukan dan digunakan
untuk membawar pengeluaran Umum.”

Deﬁn151 menumt Djajadmmgralt

“Pajak sebagm suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kek;ayaan ke Las qeoam vang disebabakan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan }anﬂ membenkan kedudukan fertentu, tetapi bukan sebagai
hux:umcm mmurur‘ pemturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dlpakshkan §€tap1 ‘wdak ada jusa timbal balik dari negara secara
iangsung, u:!m_rc memehhara kesejahteraan secara nmum.”

Pengertian Pajak mmmrut Undang- Undang No. 28 Pasal 1 Tahuan 2007

Pawaﬁ' adazaﬁ kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang p. wbadz &au badar yang sifainya memaksa berdasarkan
Unéang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung
dan danga%m zmtux keperluan negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuraﬁ rakvat "

2.1.2 FungSit Pagak '

le,t._m mjak ada!ah kegumazn pokok dan manfaat pokok pajak.
Sebagai : alat umm"é: menentukdn politik perekonomian, pajak memiliki
kegunaau dan maﬂfaa; pakok dalam meningkatkan kesejahteraan umum,
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suaiu negara t}&é& akan mtmakm menghendaki merosotnya kehidupan
ckonomi masyaz akat Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian
pajak ya:ng tel&h d"geEaSixan diatas. terlihat adanya dua fungsi pajak seperti
yang dr‘“uhs oleb Sidd ’?;esml dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus
(2014:3}, yaitu : ‘
a. Fungsi Budg%@ir (Suﬁaber Keuangan Megara)

Pajak mempuﬁya:i ﬁmgsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu

sumber @enenmaan umuk membiayai pengeluaran. baik rutin maupun
pembangunan f |
b. Fungsi Regu;{a;rend -(Pengatuv)
Pajak mempunya_ hmgal pengaiur, artinya pajax sebagai alat ukur
mengatm atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan - ekiz)noxm serta ‘mencapai juan-fujuan tertentu diluar bidang
keuangan. ! .
213 .Jen.is E’ajak
. Menumt Siti R:jesmi (20114:7), Jenis pajak dikelompokan menjadi
3 yaitu : ]
1) .ﬁenp;s P&}ak Menua'ws Golongan
a. Pa;ah Lanﬂsmn;g
P”aje&k vang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada
pihak lm& éan haras Wajib Paiak sendiri yang bersangkutan. Contoh :

PPh.




b Pajakfs'i’iciak Langsung
Pa]ak vang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak

Emm Comeah : PPn_.

2) ,}enms Pa;gk Menurnt Sifat
a. E”aja&fg‘subyek&;@if
Pa]:ak vang didasmkan atas keadaan subyeknya dan
memperhankan keadaan Wajit: Pajak. Contoh : PPh.
b Pajak ﬂbjekttf
Pa]ak vang bergantung pada objeknya tanpa memperhatikan
iceadaan ‘% a_]lb Pajak. Contoh : PPn dan PEB.
3 Jenas Pﬁj ak Menurut Pemungutannya
a. P’a]mk' ZP‘amxsa%=(?t‘4’eg:mra)
. Pzﬁ;ak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untek Ir“mblaval pengeluaran Negara. Contoh : PPh, PPn, PPuBM,
Bea Niaﬁf?tggl.
b }&"ajakE %amh
Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan
untuk m"ﬂblﬂ.j ai Rumah Tangga Daerah. Conioh : Pajak Kendaraan
Ben'noto;r éan Bea Balik Nama Fendaraan Bermotor, Pajak Reklame,
Pajak Bﬁrm den B&ngunan dan sebagainya.
2,14 Asas blsas Pemungutan Pajak
Menﬁmt Siti _Resml {2314:10), Asas peraungutan pajak dapat

dibagi menjadi 3 yaitu :



1)

2)

3)

Asas Domlslh {Asas Tempst Tinggal), asas ini menyatakan bahwa
négara beshak mengenakan pajak atas selurub penghasilan Wajib Pajak
y?ng beﬁ%;pm tinggal di wilavahnya baik penghasilan yang berasal
dan daiané&% m&upun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili
afau berﬁ-écﬁipaﬁ singgal di wilavah Indonesia (Wajib Pajak dalam
Negeri) dlken&am 'pajal«; aias seluruh penghasilan yang diperolehnya
baik dari Iéﬁdiones:a maupun dari fuar Indonesia.

Asas- Sum}c:aér, asas ini menvatakan bahwa negara berhak mengenakan
pajak aﬁas penghasilan yang bersumber di  wilayahnya tanpa
niemmperi%éﬁkan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang
memperoléi:_h% penghasilan yang diperolehnya tadi.

Aisas Ket&amgsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
(iiéhul’:runglgax%:;~ dengan kebangsaan negara. Misalnya, pajak bangsa asing
dé Imdonesaa dikénakan atas wetiap orang asing yang bukan

berke:bangfsjaan Indomesia, teiapi berterapat tinggal di Indonesia.

215 Sistem%?émnguian Pajalc

Memmlt Mardiasmo (2011:7}, Sistem pemungutan pajak dapat

dibagi menjatﬁé ?}?yaﬁu :

1y

2)

Oﬁ‘icial z;{.:s;;sgssmenr‘_ System, Sisten ini merupakan sistem pemunguian
péjak vang memberikan wewenang kepada pemeriniah untuk
menentuk%zébesamja pajak vang terutang.

Self Assesésimiem Sysirem, Ristem ini merupakan pemungutan pajak yang

m’emberik#]é wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib




3)
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Pétjak mhlilé;menghiiung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

séndiri besa rl-:ya pajak yang harus dibayar.

H’zthholdmg vaten@ Sisten i merupakan sistem pemungutan pajak
yang memb@n wewenang kepaca pihak ketiga untuk memotong atau

m'emtmgu_?.; b@samya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Ti@nbui dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardlasmo (2011:8), ada dua ajaran yang mengatur

tlmbLlnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), vaitu:

a.

. A__s aran Forml

Agaraﬁ Maﬁemﬁ
Agarasn natenﬂ Iﬁenyatakarz bzhwa utang pajak timbul karena
d1berlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten

d&:ngam pemrapan Self Assestinent Sysiem.

Ajaran ﬂ%};‘iﬁﬂ ményatakan bahwa utang pajak timbul karena
dikehiarkaim?;ya surat keietepan oleh Fiskus (pemerintah). Ajaran ini

konsisten dmgan penerapan Official Assesément System.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a,. Pémbayanaén'étau Pelunasan

Pe;mb;rayarén;-:pa_jak dapat dilskukan dengan pemotong atan pemungutan

olieh pihM mm ;:englqedlt;m pajak loar negeri, maupun pembayaran

sendm oleh waglb pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi

dan kantor p@s}
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b. Kompensa;i%
Kom*)ensa*; dapat | diartiken sebagai kompensasi kerugian maupun
kompens&sz karema keieb&han pembayaran pajak.

c. D}aluwarsaf'g

Dgaluwarsg :‘l‘_éerami téiah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka

w:aktu ter::&icg;u, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka
ut;ang paj%?ftersebtﬁ dianggap telah hunas atau dihapus atau berakhir
dan tidak ﬂa@at ditagih lagi. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000,
utang pa;&_-{ akan da]uwama setelah melewati waktu sepuluh tahun
tertentu ‘%Bju_k saat -terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak,
bagianan tahun pegak atau tahun pajak yang bersangkutan.
d. Pembebasan"f’en@aapusan
KBWdJ?baj pajak oie:h W&jlb pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus
karen;a se&eﬁah dzlakukan penyidikan tenyata wajib pajak tidak mampu
lagx memenuh:x kswajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib
pajak meng@lami mbangkruian maupun mengalami kesulitan likuiditas.
2.1.7 Tanf ?a},ak
Menumt 811'1 Q.eﬁ'm (2014 14}, Tarif pajak dibedakan menjadi 4 yaitu :
)] Tamf Se}mﬂdmg/ g’mporﬁmmﬂ
Tarlf berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dxkenal ;mak eunmgga besarnya pajak terutang proporsional terhadap

besamya m;lal yang d:kenm pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang
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Kera Pajuk di dalam daeral: pembiayaan akan dikenzkan Pajak
Pertambahan Nilat sebesar 10%.

2) Tamf Te%ap
Tanf be*u@a jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yanﬂ dxkemw pajak sehingga besarnya pajak yang teruiang tetap.
Contoh Bamya tarif Bea Bateril untuk cek dan bilyet giro dengan

mlm nomma] berapapun adalah Pp 3.000,00.

3) ’?rmf Pm?égmaf
Perqenmsa tarif vang digunakan semakin besar bila jumlah yang
d1kenal pagak semakin besar. Conioh : Pasal 17 Undang-undang Pajak

PenDhaSI&n uatuk Wajib Fajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisian Panghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Ep 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50,000.000,00 5.d. Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.003,00 5.4. Rp 500.000.000,00 25%
Di anas Rp 500.000.000,00 30%

Menumt kenaiakan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :
a. Tanf pmgrésif progresii : kenaikan persentase semakin besar.
b. Tanf progresif tetap : kenaikan persentase tetap.

c. Tanf progresif degresif  : kenaikan persentase semakin kecil.



4) Tarif’ Devremf
Persem:&ze tanf vang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dlkenal pafai semakm besar,
2.1.8 ¢ Hmmhaﬁm I’emnngutm Pajak
Memurut Maréhasmo {2011:8), Hambatan terhadap pemungutan
pajak dap'lt dikelompokkan menjadi
a. Peﬂawanmgpmi
Masyamkat tidale bersedl.:w, memenuhi  kewajiban perpajakannya
sebagalmana mestmya., yvang dapat disebabkan antara lain :
a) Perkem’timlgan 1rﬁtelekﬁ:uaz dan moral masyarakat
b) Sistem pexpa_;aaan vang sulit dipahami masyarakat
c) Sls,tem mntm«l tidak dapat dilekukan atau dilaksanakan dengan baik
b. Periavwmmaktxf
Pe-iawman: :ﬁkttt mehputx semua usaha dan perbuatan yang secara
Iarzgsung dzmjni.an kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari
pa;gk. Senbgmya antara lain ;
a) Tax crvmcmnce yfaitu aszha meringankan beban pajak dengan tidak
melangéafr Undaﬁgmnaimg.
b) Tax evaé;éﬁn,. ‘,Faiﬁl usaha meringankan pajak dengan cara melanggar
Undang-undanﬁ namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat

tedapat k@mg ganan memenuhi kewajiban perpajakan.
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2.1.9 . Penaglhm Pajak

Penagxhan pajak menururt Undang-undang No. 28 Tahun 2007
pasal 22 ayat ("‘} tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah

‘Semng,kaian agar tindekan agar penanggung melunasi hutang
pajak dzan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingati
melak;smiak&n penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat
Paksu, mf.’ﬂgumﬁkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan
penymde"a, menjual barang yang telah disita”.

;Berdasaéxkan undang-undang diatas, penulis menyimpulkan bahwa
penagihan pa}gﬁcﬁada]ah serangkaian tindakan penagiahan untik melunast
hutang pajak Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan atau
mendeﬁmslkan ma diungkapkan oleh para sarjana.

Penagihan pajak memurui Rochmat Scoemitro :

_ “Pen;aglhém pajak adalah perbuatan vang dilakukan oleh
D‘irektom;:é sjendaraﬁ Pajak, karepna Wajib Pajak tidak mematuhi
keteniuan é%mdang—mndang pajak, khususnya mengenai pembayaran
pajak”

Sedanakan menmut pendapat penulis :

“P‘mgmam pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
Direkﬁomz ‘Yend ral Pajak, berhubung wajib pajak tidak memenuhi
kewaglbar pajak vang teruiang menurut undang-undang perpajakan
yang berlakw

2.1. iﬁ Dasar Hmkum Penagihan Pajak

-Dasasg hui:um penagihan hulum terdapat dalam Undang-undang
No. 28 tahun 2{}&}7 tentang ketentuan vmum dan tata cara perpajakan yaitu
STP, SK.PKB, SKPKBE Surai Keberatan, Putusan Banding, dan Surat

Keputuszm Pe@hetuiml vang menysbabkan jumlah pajak yang harus dibayar
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bertaiflbah, méﬁjpakan dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak ini

digunakan olen aparat péerpajaka:n untuk bukti penagihan pajak yang kurang

atau tidak dibaix ar.

Ada;&ml masmg-masmg, Surat Ketetapan Pajak yang disebut

diatas. bcrdasarkan undang—undang vang berlaku tentang ketentuan undang-

undan:g yang L-grslaku tegltang Ketentuan Umaum dan Tata Cara Perpajakan

akan diuraikzms éebaaai lticril(ut :

1.

Surat '}Feguan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan

sanksx adrm“n strasi berupa bunga dan atau denda.

. Surat Ketetapan Pa_}ak Kurang Bavar adalah surat ketetapan pajak yang

memeniukani;besamya: jumlak pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangmé p«emhayamn pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan

ju:rilah vang E:éams diﬁaavar.

. Surat ket@kpan Pajaﬁ{ Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan

pajak vang mwnen.mkan jurmlah pajak yang telah ditetapkan.

. Surat Keputusar. Kebera{an adalah surat kepuvtusan atas keberatan

terhadap pﬁ:motoncr atéan pemunguian oleh pihak ke-3 yang diajukan oleh

Wajlb pajak

Putusan Baumng adalah surat keputusan badan peradilan pajak atas
E:»am:hnffr ter x@dag sms_at keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib

pa}ak

. Surat Kepum%n Pembemlan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan. m.ssan k@salahan hitang dan atan kekeliman penerapan
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keteentman paeraturan pemndml g-undavagan perpajakan yang terdapat

da;am SK_P

Pezagurangan

m:au b'E?P Surat Eepumusan Keberatan, Surat Keputusan

atau Pembetulm Ketetapan Pajak yang tidak benar atau

Surat Pengambllan Pencahuiuml kelebihan pajak.

2.1.11 Tahapan Tahapan Penagiban Pajak

Penagxﬁhan Dajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak

atau penargg&ma pagak melunaa; utang paiak dan biaya penagihan pajak

dengan taxﬁapan§

;?ela_k:sanaan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan éu%at tegui‘an oleh pejabat atan kuasa yvang ditunjuk 7 (fujuh)

hari seteiallj%%uh temigo pembayaran.

2. 21 hari sejak

belum melug

diterbitkan surat teguran wajib pajak atau penanggung pajak

asi utang pajak, maka pejabat menerbitkan surat paksa.

3. Dua kali 2-'1 jam éejak surat paksa diterbitkan wajib pajak atau

penanggung

pajak ‘belum  melunasi  utang pajak, maka pejabat

menerbitkan surat periniah melaksanakan penyitaan,

4. 14 han sejaktangal pengumnuraan lelang belum melunasi juga, maka

pejabat meialmkaﬂ segem melaksanakan pengumuinan lelang.

5. 14 hari sejantaugg&% pengumuman lelang belum melunasi juga, maka

pejabat meié%ﬂkm jclelangan barang sitaan melalui kanotor lelang.

Qeiam peng@rtmn diatas penagihan pajak juga dapat diartikan

sebagai suatn keglatan yang dilakukan oleh Direkiorat Jenderal Pajak,

karena wajib ngak atgu penanggung pajak tidak mematuhi ketentuan

undanfg—uadangj ys:gah, kliususayag mengenai pembayaran pajak atau kegiatan
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yang ﬁilakukaz;:% unguk mencairk.m1 nnggakan-tunggakan wajib pajak atau

penanggung paz;;ak dengan cata:an seielah wajib pajak atau penanggung

pajak ?mempes:piléh surat keputusan atau ketetapan-kefetapan yang sudah

dltentukan

2.1, 12 Jems Jems ?eﬂaglhan Pajak

Dala;p: bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk

penagihan pajézé dapat dibedakan merjadi 3 vaitu :

1)

2)

3)

Penaglhanpamf

deakan pmagman pasif meauny System Self Assessment merupakan
tindakan }aﬂg c%ﬂalmkan cleh Kantor Pelayanan Pajak atau Fiskus
dengan u&i"‘ melakﬂkan pencatatan aias kepatuhan pembayaran masa
dan p@mbavaran Eamnva oleh wajib pajak.

PaJaI( aimf ‘
Paqak ak?.z;z_, jmenzpz;,akan kelanjutan davi tindakan penagihan pasif,
pénagihar-‘ a}mf r.iimﬁlai dengan penerbitan surat teguran terhadap wajib

p.a:]ak yanﬁi mdak melunasi 3TF, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan

Keberatan,:gga_utusan SBandingg, dan EK pembetulan tersebut. Penagihan
m,a dllakukdn oleh fiskus apabila wajib pajek tidak memenuhi
kéwqiibmé Epernbayaian pajaknya sehingga yang melampani tanggal
ja%uh iempo pembayaran.

Pénagihanéf‘ﬁsa .

Penaglhan: berd&sarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 terakhir

atas perubahan undang—undemgv fentang penagzhaxa pajak dimana fiskus
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m%eiai"ui Jumblta Negara menvampaikan atau menerbitkan surat paksa
m;elaiﬁmkan ;;am‘yita&h dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang
Négara tcr’%lssdap parang-barang wajib pajak.

2.1.&35 Pemerhii‘ta;n Sura:t Teguran

Langﬁ cah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat

Tegman Dalam pasal 1 angke 10 Undang-undang No. 19 Tahun 1997
tent:ang P‘e“lagﬂmn Pgjak dengan Suwrat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Un«:iax;.g_—undmg No. 19 Tahun 2000. Surat Teguran, Surat
Peringatan alau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk; r”megur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak atau
Penangguno Pa}ak dalam keteriuan Undang-undang No. 6 Tahun 1983
tent'mg Ketenmn Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali dmbaﬁx terakhir dengap Undang-undang No. 28 Tahun 2007
diatur baliwa daldm hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi
jumlah pajak yarg masih dibayar dalam jangka wakiu yang telah ditentukan,
pajak yang masrh harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu
menerbitian S”I;I‘ﬁt Teguran. Surai Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat
7 (quh) hari d‘m tanggal Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi

Penagiihan

Langkah ini diarebil sebagai peringatan agar Wajib Pajak atau
Penanggung Pa;;ak segera melunasi wiang pajaknya untuk menghindari
dilakukannya fgdakan penagiham Surat Teguran juga dimaksudkan agar

Wajib Pajak atm Penanggtmg Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan
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}angka wakm 14 {e‘n;:iat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan

d1tefb1tkann'ya Surat Paksa Dalem hal ini Wajib Pajak atan Penanggung

Pa}alk tidak melur.;«m _;umlah pajak vang mmasih harus dibayar dalam jangka

wakm yang tehh dréentukzm pajak vang masih harus dibayar tersebut

dmgih ‘dencaa ter%ebr;h dabulu menerbitkan Surat Teguran. Penyampaian

‘?urat Tegurss“ tidax .[‘hams dilakukan olsh Jurusita Pajak, namun dapat

dﬂ;azs:uk&n mei;lu* :

4
£.

b

o}

Sccara ;ﬁi%sm‘xﬂ hpdt difaicukan oleh petugas pada Seksi Penagiban
_atau AR E;‘?{ang meiétyani Wayib Pajak vang bersangkutan,

Melaiui ms, atzu

Meialui perusanazan jasa ckspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pengirimzan surat,

Surat Tegura@ tidak peﬁu diterbitkan apabila :

1.

Wajib E‘aj:}k ataél Penangzung Pajak menyampaikan permohonan
anggumn: éwau pmmndaan peinbayaran pajak.

Dliakukaxa pemglzan seketika dan sekaligus, apabila terjadi kekeliruan
dal&m pm@:rbitau Su;rat Teguran, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dapat mencra]ukm permobionann pembelulan atau penggantion kepada
‘r?ejaé)at Pe]abat dalam walctu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
d1tenma p‘mohonar- harus memberi keputusan atas permchonan yang
éiam}’an, ;;zzka ‘hdaﬁ( diberiken jawaban dalam jangka waktu tersebut,
maka pemaohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dianggap

dlk&)ulk%i;l. :dan l:mgiakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu.
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Péembetu.l@ _Surar Teguran yang terdapat kesalahan atau kekeliruan
d.si“dam pmiéfbii:&mn)éa dapat juge dilakukan secara jabatan, tanpa ada
permohﬁrm dari Wajlb Pajak atau Peranggung Pajak. Apabila Wajib
P’gak atay Pepanagung Pajak setelah lewat 21 {dua puluh satu) hari
sejak tangg@ disampaikan Surai Teguran tidak melakukan pelunasan
t‘uénggakané ttang pajak, muka Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan

Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak

képaéa W&yb Paiak atau Penanggung Pajak.

Pihak yang ter}?i%ﬁ.t :

1. Kﬂpa%a hanaor Pelayanan Pajak,

2. Kepaia Seksd Penagihan

3. ¥ m'uszta P’a@aﬁx

4. Vsr ajlb Pajak atau Penanggung Pajak.

For—nuhr vang dlauna&am

1.

Bukti pehmzrsan {SSP {Surat Setoran Pajak)/STTS (Surat Tanda Terima
S*”‘tOI‘clIl)/fBllé\tl Pi Dh)

B{xkti Denuurangan {(Keputusan pembetulan/Keputusan keberatan/
Kepu;usml bandm@gﬂ(epuiusum pengurangan atan pembatalen ketetapan
paj akaepu:tusan Pem gurangan aiau penghapusan sanksi administrasi).

Surat Kete’it@an Pajak.
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2.1. 14 Tata Cara Pemerb:tan Surat Teguran

Penerimtan Smat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan,

denga:; pmsedur sebagm-benkut :

1.

Pe]ak»ana pzada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak
(SKP .z/Sm'at Tagﬁam Pajak (STP)5urat Tagihan Bea (STB) vang harus
dlterb!.tkan Qurat Teguran dalam Sistern Administrasi Perpajakan dan
m@mmta gérsemjuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada
Ké:pala Ka‘n’fm Pela};aman Paijak melalui Sistem Informasi DJP.

Kézpala Ii;;;xéor Pelayanan Pajek wemeriksa usulan penerbitan Surat
Téguran s:iﬁn memberikan persetujuan penerbitan melaloi  Sistem
Infomlasx DJTP

Pelaksana mehhm Slstem Informesi DJP dan memeriksa persetujuan
pénerbltm l“:»urat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak
mﬁnc&ta.k §L;rat Teguran minimal sebanyak 2 rangkap (lembar ke-1
untuk qui:fr Pajak atau Penanggung Pajak dan lembar ke-2 uatuk Arsip

Kantor Pei&}anan Pajak) dan menyampaikannya kepada kepala seksi

pejﬂagihan
Ke:pala %ehz Penagxhan menelii, memparaf Surat Teguran dan
menugaskan kepaoa il’elaksam untul menyampaikannya kepada Kepala
Kantor Pe}a’yanan Pajak.

Kepala Kanior Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat
Teguran e:iam meheru;skan kepada Pelaksana untuk disampaikan kepada

Wga:ub. Pa_]a}c; %a;tau Penanggungg Pajak.
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6. Pélaksanag inensﬁti Surat Teguwran yang telah ditandatangani Kepala
Kanmr Pdayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya
kepada Wa_]ib Pajak atau Penanggung Pajak melalui Sub Bag. Umum.

2.1, ES Pemex‘bjmn Surat Paksa

Sumr Paksa adalah surat perintzh membayar utang pajak dan
biaya gpenaglh;;zgl: parak. Surat paksa dibuat dengan kepala surat demt
keadil;m berdééarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukan
bahwa Surat ai{sa telah memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki

kedudukan hulﬁim yang sama dengan patusan pengadilan yang telah

mempun}m hu!wm yang tetap ini. Dalam Scrat Paksa terdapat duva perintan,

permtah pertam.a dltunjukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
agar melakul&aﬂ peluna&an utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka
waktu x24j j,am Dan kepada Jurusita vang melaksanakan Surat Paksa atau
Jurusxta lain yang dimpjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa
uniuk m&lakukaa penyitaan ates bareng-barang milik Wajib Pajak atau
Penanggung Pfqak apabila dalam waktu 2 x 24 jam surat paksa ini tidak
dlpemlhl |

Surat I;aksa seﬁéfaﬁgkurangnya harus memuat :

1. Nama W&_]lb Pajak atau Penenggumg Pajak.

2. Da.»ar Pcnag.ham

3. Besamya utmlg pﬁj&k

4. Penmah tmmk membayar.
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Menugut Fidel C"ﬂl() d’i} UU PPSP vaitu :

Falsafah UU PP‘;%P No. 19 Tahur: 2000

1. Menampu%g: pﬂrk_ambangmn sistem  hukum nasional perlunya
dlpertegaskﬁn perolehan hak karena warisan, hibah, wasiat yang
mefupaka:n ij ek Da§ ak.

2. Mendororg penmgkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
maemcfluh,l &ewa;man pajaknya.

3. Adanya E\emstlazl hmlmm dan menegakan keadilan,

Tujmn perubahan ULJ PPEP No. 19 Tshun 2000 banyaknya
umggakan pa}m{ dari waktu ke wakiv menunjukan jumlah yang semakin
besar, untuk Hﬁu perlu dilaksanakan tindaken penagihan pajak yang

mempunyai ke:nuaizm hukam yang memaksa. Kepatuhan wajib pajak atau

penanggung paiak marupa}ran pesisi strategi dalam peningkatan penerimaan

pajak.. P(:nagm:m 'Lajak vang cilaksanakan secara konsisten dan

berkesmambungan merupakar vijud  lawan  enfercoment untuk

memngkatmn ‘**.patuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib

pajak - atan penanggung pajak. Memberikan perlindungan hukum baik

kepada Wajib Pd_]ak atap Penanggung Pajak maupun kepada pihak ketiga

perupa hak umuiigmengai ukan gugatan.

Hal-hal yang menjadl Derhatlan pada UU PPSP No. 19 Tahun 2009 :

1. Mempertegggé proses pelaksarma penagihan pajak dengan ketentuan
pénerbitan surat tegl;ran, surat peringatan dan surat lain yang sejenisnya

sebelum sumft paksa.dilaksanakan.
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2. Menlpenﬁigﬁs jaangkfa walktu pelaksanaan penagihan.

3. Memperi:eiéés pengertian petanggung pajak yang meliputi komisaris,
p@megangé- saham dan pemilik modal.

4. Menaikmé %ra’ilai usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka
menuaga E\el:mvsungan usaha penanggung pajak.

5. Menmnban jemis barang dan penjualannya dikecualikan dari lelang,

6. Mempertngﬁs besarnya biayz penagiban pajak, yang didasarkan atas
persenmse tt:rtentu dari hasil penjualan.

7. Mempex’tetras bahwa pengajuan keberatan atau aemohon banding oleh
Wajlb pa ak atan penanggun;: pajak tidak menunda pembayaran dan
pelaksanaan penaglhan pajak.

8. Memberi -%{@niucahm pelaksansan lelang dengan cara memberi batasan
nélai barmgymlg d:lumum}czm tidak melalui media masa dalam rangka
ef siensi. :

9. Mempergelazs hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan
penuhhm ﬂama paik dalam hal gugatannya dikabulkan, Mempertegas
pembem aeanksr pidana kepada pihak yang sengaja mencegah,
menghalmguhazangl atau memnggalkan penagihan pajak.

Penagﬁhan dengan surat peksa dilakukan apabila jumlah tagihan
pajak tidak af&u kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembavarm ai:an sampal dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau
tidak memenul:x amgsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak atan

Penanggung ?ajﬁk laiai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam
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pengei'tian Su:aiPaksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang
No. 29 'Iahi.m '*000 tentang Pepagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang
berbug*lﬂ : “Stmt Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biayagpenagxhianf pajak.” Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan
bahwz; surat paksa acalah swrat perintah membayar hutang pajak dan biaya
penagahm pa}ak yang diferbitkan apabila wajib pajak atau penanggung
pajak E;dak meﬁ.tﬁam utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Surat aaksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak . tld:sk m.«}unaszi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
dan Pemngmg Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan
perset‘u]uan am suran atau penundaan pembayarannya. Sebagai surat yang

mempunyai ku.wa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria

tersendiri. Dalém Undang-undang Mo, 19 Tahaun 1997 Pasal 7 Ayat 1
menyébutkan l:ahwa fisik dari swrat paksa sendiri di bagian kepalanya
bertuii?skan “Beml Keadilan dan Keruhanan Yang Maha Esa Dalam Pasal 7
Ayat 2 disebuti’%ia bahwa surat paksa sekurang-kurangnya :

1. Nama Waﬁb Pajak atan Penanggung Pajak.

2. Dasar Pana'“zhm

3. Besamya utang pajak.
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2.1.16 - Taia @am Penyampaiam surat Paksa

’Penvampalan Sumt Paksa dilakukan pada Seksi Penagihan,

dengan pmsedrjr sebagax bf:rikut

1.

Berdasarkax;:_data Smat Teguran vang telah lewat waktu dari sistem,
Jurusiia Pa;ﬁk meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita

Acara Penzﬁéﬁtahuan Surar Paksa serta menyampaikannya kepada

Kepalu. S@kfai Penaglhan

Kepala ‘iekm Penaﬂlhan meneliti dan memparaf konsep Surat Paksa dan
Berita Acam Pemhentahaa a Surat Paksa serta menyampaikannya
kepada K@y ala h&nmr Pelayanan Pajak.

Kegaala Kax ter Peiayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pa‘ii:sa. Kem:l:han menyampamkcm&ya kepada Jurusiia Pajak,

Jurusita P’aj::gk; menerima Surat Paksa dan. memberitahukan Surat Paksa

4
4

cian Berita —‘*.f:ara Ferhberimh.uan surat Paksa kepada Wajib Pajak atau
Penanggungézﬁ‘ajak

Jurﬁsita ?’ajak membuat  sckaligus  menandatangani ~ Laporan
Pelaksmaaa ‘%rat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala
Seks: Penagﬁ‘an.

Kepala Sei’gzé Penagéihan meneliti dan menandatangani Laporan
Peia%ks&natm Sura& Paksa (LPSP} kemudian menyerahkannya kembali
kepéada Iumwa Pajak untuk ditatansahakan.

Jurusita meisi;étausaha”kan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu

Pen%awasan serta mengarsipkan LPSE,
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2.1.17 Penek‘bu‘an Surat Periniah Melakukan Penvitaan (SPMP)

Sx‘i;& merur}akan tindak lenjut dari Surat Paksa. Penyitaan ini
dilakukan okhg jusumta Pa_]ak dimana yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwewemang p@da pnnmpnya seinua harta kekayaan Wajib Pajak atan
Penanggung Da;ak cl;lpat disitz sebagai jeminan untuk melunasi hutang
pajaknya. Benk:ut it deﬁmm sita berdasarkan Undang-undang No. 28
Tahun 2007 temﬁang ;:emagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu “Penyitaan
adalah nmm Jurusata untuk menguasai barang Wajib Pajak atan
Penanggung Pajak guna dzjad1kaﬁ sebagai jaminan untuk melunasi hutang
pajak menumt paaratman peruncang-undangan.” Penyitaan menurut Moeljo
Hadi : ; “Psvnyltﬁ&‘l adalah seorang dari tindakan Jurusita Pajak yang dibantu
oleh dua t)rang %anlx.sz untuk menguasai barang-barang dari Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak gmm dljadlkan sebagai jaminan untuk melunasi hutang
pajak sesuai d:engan unciang-undar;g perpajakan vang berlaku.”

Suraf Permtah Melakukan Penyitaan (SPMP) diterbitkan oleh

pihak Flskus ’3‘ x: 24 jam setelah diterimanya Surat Paksa atau Penanggung
Dajak SPMP 1 xm dxbuat apablia hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak
atau Penangvun?g ‘.«:,ral«:; dalam wakiu 2 x 24 jam setelah ditagih dengan
Surat ;Paksa mzha p&jabét menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
Sebeiténn meiﬂl\:sénakan ﬁenyitaaﬁ terhadap harta kekayaan Wajib Pajak atau

Penanggung a}ak. Jumsna hendaknya mengumpulkan dan mempelajari

data mengenal haﬁa kekayaan yvang akan disita tersebut, agar penyitaan

berjalan lancqr:; dan efisien untuk melaporkan jalannya sita, Jurusita
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diwaj?bkan z.mxéeﬁgtlsun berita acara sita tersebut dibuat secara jelas, benar,
dan lengkap.
2.1.18 Tata Cm Pemerbitap Surat Perintah Melakukan Penyitaan
(SPMP}
Pemrbltan Surat Perpaiah  Melakukan Penyitaan (SPMP)
di_lakﬁkan pacae!q :;ek-:-1 Penagihan, deagan prosedur sebagai berikut
1. Jurusita E‘aiak meneliti data unggakan pajak beserta pelunasannya
(SSP:’ST”%%JSSBmﬂdi Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/
kepu‘i"usaﬂ webemtan/putus&m banding/ keputusan pengurangan atau
pem‘fxatalaé keietapan pajai/keputusan pengurangan atau penghapusan
samksl achixmistmsi‘_), membuat konsep SPMP dan menyampaikannya
képada Kﬁ-gléla Seksi Penagihan,
2. Kepala Sf i Pena«ﬁ'hzm meneiiti dan memparaf konsep SPMP, serta

n’genj;, ampm}.an kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3. Képala Kamor Pelayanml Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP
clzm mene:mskan kepada Kepala Seksi Panagihan.
4, Jmusxta Pa_;ak menerima SPMP yang telah disetujui.
2.1. 19 Leiang
Dalam hai ini Fiskus telah melakukan segala upaya hukum
terhadap Wa_pb@ Paja}\ atau Penanggung Pajak agar mzlunasi kewajibannya
perpag;akan deﬁgm jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan

Surat E’erintah Mslakukan Penyitaan scsuai dengan ketentuan yang berlaku,
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maka : barang—namna Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilelang
oleh Rant;ar Le}?aﬂg Negara.

Deﬁnm le!a.ng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2000
terakhir peruf:gﬂzm atas Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang

penagihan_ pmaE._ dengan Surat Paksa. “Lelang adalah setiap penjualan

barang dimuka umum dengan cara penawaren harga secara lisan dan tulisan

k3 )

melalgi usﬂxaéi?ergumpulm peminat calon pembeli.” Definisi lelang
menur?ut Moei_%é) Hadi : “Lelang adalah penjualan barang vang dilakukan
denﬂaﬁ cara pemwarm naik—naii»c atalt urun-turun dan atau tertulis melalui
usaha pemgum*;mlan orang.” Gehingga lelang dapat diartikan sebagai
peijatgg ian _]WL "eh amtar pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai
harga i maupu.n kmdaan barang itu sendir.
bctefa‘éa dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak atau Penanggung
Pa;ak belum }uga mehmasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak tidak
melmuml setelah penyitaan, maka pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara lelaﬁg terhadap barang yang disita.
2.1.20 Tsta @m“a Pelaksanaan Lelang
1. Berdasarkan daia dari sistern yang menunjukkan bahwa Wajib
Pa?;akaena‘;ﬂgg&mg Pajak tidak melunasi hutang pajak dan biaya
penagthan pajak setelah 14 fempat belas) heri sejak pelaksanaan
penyﬁaan. Jm‘usm Pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir

sebelum mnggah’ham Pelaksannan Lelang dan menyampaikan kepada

Kepala Seksz Penagthan
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Kepala Seksa Penagihan mmeneliti dan memparaf konsep Surat
Kesempatéz%g Tetald’zi:, seria menyampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanzm P@.}a.k

Kepaia Kam:m' Pzlayanan Pajak menyeiujui dan menandatangani Surat
Ksesempatar Tera}dw

Jurusita Pajak mepatausahakan dan mengirimkan Surat Kesempatan
Terakhir ‘{ﬁpada Wajib Pajek atau Penanggung Pajak melalui Sub Bag.
Umum (S@}" Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

D:alam ha.; Wa,,m Pajak atau Penanggung Pajak melunasi hutang

pajaknya, rmka proses akan dilanjutkan dengan SOP tentang Tata Cara

Pénc&bumi@ ‘Slta

D@Iam halPenanggung Pajak tetap tidak melunasi hutang pajaknya,
rﬂaka Jummta Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan Harga
Limit terl1é&%xp barang-barang vang telah disita dan akan dijual melalui
lelang ser&z ﬁleny.mpaikamy21 kepada Kepala Seksi Penagihan.

K.epaia Sa}z& Penagihan meneliti dan memparaf konsep Surat
P’enempan I—Earga Limit serta menyampaikarnya kepada Kepala Kantor
P¢Iayanan ?;a}ak.

Kepala Ka:n@or Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat

Penei:apan H?arga Limit.

Kﬁpaia Sa&si Penagihan menugaskan dan memberi disposisi kepada

h}.rusna ?gjak wntuk menginveniarisasi aset-aset Penanggung Pajak
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11,

12.

13.

14.
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yang ak,a:}&ﬂelang dan membuat konsep Surat Permohonan Jadwal
Waktu daﬂ Tempat Pelelangan,

Juiruszta Pa}aé< menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajak yang akan

dﬂelang, 5rieéne!iti dengan melibat data tunggakan beserta pelunasan

(SSPf‘STbebqu Pok} atou pengurangan (keputusan pembetulan/

keputusan keber&tan/pumsan handing/ keputusan pengurangan atau
pe;mb.ataiarix} ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan
sa?nksi adﬁi.éﬁisﬁasi), membuat konsep Suarat Permohonan Jadwal Waktu
dén Tempé}:-Peie]angan yang disertai dengan salinan data tunggakan

beserta peiliunasm: atau pengurangan dan menyvampaikannya kepada

Ké’:paia Sek%;ij Penagihan.

Képala Se&sx Pepagihan meneliti dan memparaf konsep Surat
Permohom.:l Jadwal Waloy dan  Tempat Pelelangan, serta
menymnpalkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

KepaLa Ex.&ntm Peiavanan Pujsk menyetujul dan menandatangani Surat
Pennohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.

Juus;fia Pawk menvampaikan Surat Permohonan Jadwal Wakiu dan
Tempat Peklmgan beserta kelengkaparmya kepada Kantor Pelayanan
Pmtang ém Lelawr g Negara,

Setelah mﬁmnma Suat Penelepan Haii dan Tanggal Lelang Kepala

Kan’cor Pewayzman Pgjak meneruskan Surat Penetapan Hari dan Tanggal

Lelang, kepmﬂa ¥epala Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penerimaan

Dokumm dz KPP).
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16.

17.

18.

19.

20,
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Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman Lelang  dengan

tanggal/h&zii :14 {'enipzﬁ belas) hari sebelum tanggal/ hari berdasarkan

Sﬁrat Pen*tapaﬁ I-E@r' dan Tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan
qutamg d’a;q Lelang Negara, dan menyampaikannya kepada Kepala
Sﬂksa Penagmaa

Kgapala Se%@ga_ anagihm meneliti dan memparaf konsep Pengumuman
Lélang, Sx:rm menj}ampaikf;mnyai kepada Kepala Kantor Pelayanan
Kepala E&%ﬁtor Pela} anan Pajok menyetwjul dan menandatangani
Pengumumsm Lc§ang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan,

Kepala Sekm Fanaglhan menerima Pengumuman Lelang vang telah

dn‘:anciatangam Kepé.la Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya
kepada Eu:us;ta Pajak.

Jurusxta Faj.,.k 'nengmmkan Pengumurnan Lelang ke penerbit Surat
Kabar Hanan mruk: ditklankan atau ditempel di papan pengumuman
kantor da;-au; hal Pengumm'nan Lelang terhadap barang dengan nilai
pahng bamak Ep ”’0 000,000 {dua puluh juta rupiah). Pengumuman
Lelang un‘ulc ba:ang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan uniuk barang
hdak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Peiak&anaan Lei';mg dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi
oieh Kepat?—x; Kamo; Pelayanan Pajal: atan Kepala Seksi Penagihan

. I :
sebagai Penjual Barang Sitaan.
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22.

23.

24,

%sﬁ Lemg dipergunakan teriebih dahulu untuk membayar biaya
penagm'm pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar
hutang paiak

Kepaﬁa Kajirior P..,l&yanan Fajak menerima Risalah Lelang dari Kantor
Pela) anan Piutar_w dan Leleng Megara dan meneruskan kepada Kepala
Seksn Pemmhan

Kepaia Sakm Penagihan menerima Risalah Lelang dan menugaskan
Jurusﬂa P‘a_;ak untuk mengupdate data  tunggakan pajak  dan
menatausamkan

Jurusita Pa,gak mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan

Rxsahh meang ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak.

2.1.21 Def’mxsa Jums:ta Pajak

Jm.'&%*;im Paiak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang

meliputi penagé;.ﬁan scketika dun sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,

penyiéaan dan ﬁhyanderaan. {UU FPSP, pasal 1, angka 6). Syarat Jurusita

Pa]ah berdax@arkan Keputusan  Meteri Keuangan  Nomor

562&@1&04@(‘00 Pasal 2, yaitu :

1)

2)
3)
4)

3)

Benj&zah serenciah-vrendfﬁmya Sekolah Menengah Umum atau yang
setmgkat
Barpmng}cmt serendah-rendahnyﬁ Pengatur Muda (Gol. 1¥/a),

Berbadan >ei1at

Lulus pmd&d;kau dam pelatiban Jurusita Pajak,

Jl:gur bertai *ggung jawab, den penuh pengabdian.




34

i

i
i

Tugﬁs .Falmsﬂa Paj&k berdasarkan UU PPSP Pasal 5 ayat 1, yaitu :

1)
2)

3)

4)

Melaksana%an Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Membema}mkan Surat Paksa.

Mel{aks&ﬂakan wenyrtaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan
Sumt Pemm Meiaksanak;m Penyitaan.

Melaksana&an p"nyandermm berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Wewenang daﬂam penagiimm sehetika dan sekaligus Jurusita Pajak

melaksanakan pmgﬂmn seketika dan sekaligus apabila :

a.

a

Penanggmg Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
mau bemm umiuk i 1,

Pencmggurg Pajak akzm memindah tangankan barang yang dimiliki atau
yang? dﬂmasax «..alam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan

perusahc.i;n. atau pckerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

Wewenans Iurusﬁa Pajak berdasarkan UU PPSP Pasal 3, Pejabat

Pajak memxhkx Wew enmlg sebagat berihut :

a.

I}ai&m meiaksanakau penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki
;!an mem%lksa sémna ruangan fermasok membuka lemari, laci, dan
tempat Eam unmk menemuokan objek sita di tempat usaha, di tempat
kedudukan,; atau ch tempat linggal Penanggung Pajak, atau di tempat
laln yangiéapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. (UU

PPSP Pa:;&i 3, afat 3.

I‘alam m&laksmkan tugasaya, Jurusita Pajak juga dapat meminta

‘i:)antuan Kepo«»mam, Kejaksaan, Departemen yang membldangi hukum
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}dan pejritﬁldaﬂv-wdangan, Pemerintah Daecrah setempat, Badan

Perﬁaha::;am Masjonal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Pepgadﬁam Negeri, Bank, atau pihak lain. (UU PPSP, Pasal 3, ayat 4).
c. :Jurusna i?’ajali menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang

mencm_jxsmya, kecuaii ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atan

Kepumﬁaﬁ Kepala Daerah. (LU PPSP, Pasal 3, ayat 5).
Kewajlban Ju.rusni‘a Pajak, yaitw :

Memperhhaﬂ{an karta  tanda pengenal Jurusita Pajak,
memperiahmmn Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/ Surat
Pals.sa/ SPMPI Surat Periptah  Penvanderaan  (gijzeling), dan
‘\&embemahaﬁmn maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah
Penagihan Qeketlka dan Sekaligus/ Swat Paksa/ SPMP/ Surat Perintah
Penvanceraam ( gifzeing).

Sumpah Jm itz Pajak berdasarkan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2000.
Sebelum m??m:angku jabatannya, Jurusita Pajak diambil janji atau
sum;égpah menumt agama dan kepercayaannya yang berbunyi :

: “‘“‘}*a bersumpab/berjanii dengan sunggung-sunggung bahwa
Saya, urmk memangku jabaten saya ini, langsung atau tidak langsung,
ﬁengdn msmggun&“kan nama ataw cara apapun juga, tidak memberikan
atat. me:l%nﬂkan barang sesuatu kepada stapapun juga.”

‘*Sa}a bersumpahﬁb‘ewnﬂ bahwa saya, untuk melakukan atau
t1da§<; melakukan sesuatu dalam jabatan saya ind, tidak sekali-kali akan
'meﬁenma ‘iangsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji
atau pemi;eaansn
“‘?iiaya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan

akam mem@ertahamkan serta mengamaltkan Pancasila sebagai dasar da
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iédeelogiéi‘{egam, fUndanguUnciamg Dasar 1945, dan segala undang-
imdang sexta peraturan lain vang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia,” :

Pem;ﬂyerhen@ Jurusita Pajak sesuai dengan Pasal 4 Keputusan
Men%teri Kéeinéangané Nomor S62/KMEK.04/2000 Jurusita Pajak
dibe?ﬂ‘hentik%x} ;dari. jabatannya dalam hal :

a. Ié’ensiun,é E

b. .'%{arena aﬁn tugas ai.tau kepentingan dinas lainnya,

c. %Femyataéi&?iai atauétidak cekap dalam renjalankan tugas,

d. Melalmkﬂn perbuasémn tercela,

€. Mehnggar Sumpah atau janji Jurusita Pajak, atan

f.  Sakit jasmani atau rohani terus menerus.



2.2 Kerangka Ber’i’ier

Gambar 2.2 Kemngka Berfikir

* iKP? Pratama
Jakarta Kramat
o Jati

R [ Waijib Pajak 3

.l

Tindakan Jurusita
dzlam Penagihan
Pajak

H

!

Penerimazn
Penagihan Pajak

Sumber : li)atﬁg km‘l petze?!irium dioleh Pernulis,
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Penjelasan: :

; i
§P1hak: v:mw terkait dalam metode penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta

Kramat J ati d;.m Waj i Pajak. Wajib pajak seharusnye memenuhi kewajibannya

yaitu m@mbayadgmﬂmunyttoian pajak ke Bank dan melaporkannya ke KPP
z <

Pratama Ia%c:aftae Rramat Jati. KPP Pratams Jakara Kramat Jati melakukan
E a

% " . L . .
pemerikiaan, apabila Wajib Pajaic tidak memenuhi kewajibannva maka KPP

| 5
Pratamal J aﬁl»:artaf EKramat Jati mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dengan

menerbﬁkan Svrat Teguran setelah 7 {figuh) nari sejak saat jatuh tempo
E

pembayafram darijju_mia}’} pajek varg harus dibavar kepada Wajib Pajak. Apabila

Wajib Pajak tidsk: memenuni lagi kewajibannya maka KPP Pratama Jakarta
Kramat 5Iati méﬁ&m‘uk Jurusita dalemn  tindakan Penagihan Pajak  dengan

5

mengelu; kan Sm:at Paksa seielah lewat 21 (dua puluh saiu) hari sejak tanggal
Surat Tegumn Ayabj" Wajib Pajak tidak memenuhi lagi kewajibannya maka
KPP szdma }ukﬁrta ,‘m;amat Jatt penerbitkan Surat Paksa Melaksanakan
Penyltaaz;g QbPI\Q_}? dalom  jangka wakiu 2 x 24 jam sesudeh tanggal
pemberits}huszpe%ﬁ.%ampaiau Surat FPaksa. Dan apabila Wajib Pajak tidak
memenu}éi lagi ke‘%v;mjibamya maka KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menerbitkan
s
Surat Leléang 14 (ééﬁpat belas) hari seielah melakukan SPMP. Perwakilan Jurusita
dalam Pa,nagman Pa_;ak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk menagih

Wajib Pa; ak vang :§€:Ium melunasi kewajibannya dalam membayar Pajak. Apabila

Wajib Pa}ak suaah melunasi kewajibannya membayar pajak maka Jurusita
i
membuat Penemmaan Penagihan Bulanan dan Tahunan,

|

i

!
H

}



